
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

Abdurrachman, Hamidah, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majestya, 

2020, Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar 

Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi, 

Deepublish, Yogyakarta. 

Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi 

Hukum Pidana Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 

Ardiansyah, Irfan, 2017, Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak 

Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya), Hawa dan 

Ahwa, Pekanbaru. 

Arsyad, Jawade Hafidz, 2013, Korupsi Dalam Perspektif HAN, Sinar 

Grafika, Jakarta Timur. 

Charisma, Lalu Kukuh dan Karlina Apriani, 2019, Kekhususan Tindak 

Pidana Korupsi, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat. 

Dahlan, 2017, Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap 

Penyalah Guna Narkotika, Deepublish, Yogyakarta. 

Hartanti, Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. 

Husin, Kadir dan Budi Riziki Husein, 2016, Sistem Peradilan Pidana Di 

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. 

Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta 

Disertasi, Alfabeta, Bandung. 

Pratiwi, Duwi, Achmad Irwan Hamzani dan Kus Rizkianto, 2023, Victim 

Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana, Penerbit NEM, Jawa 

Tengah. 

Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia: 

Perkembangan Dan Pembaharuan, Remaja Rosdakarya, Bandung. 

Suwito, 2024, Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi, CV. 

Tohar Media, Sulawesi Selatan. 

Syahrin, Alvi, Martono Anggusti dan Abdul Aziz Alsa, 2023, Dasar-Dasar 

Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), 

Merdeka Kreasi Group, Medan. 

Tahir, Rusdin, Et. Al., 2023, Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu 

Pendekatan Teori Dan Praktik), PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 

Jambi. 



 

 

Wibawa, Ginan, 2022, Pengantar Ilmu Hukum (PHI), CV. Mega Press 

Nusantara, Jawa Barat. 

 

B. Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 

C. Jurnal 

Arini, Dita Rosalia, 2022, "Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi Terhadap Praktek Penegakan Hukum" , Jurnal Hukum 

Respublica, Vol. 21, No.2, 2022. 

B, Erlina dan Faizal Suherman, 2022, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak 

Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Di Masa 

Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 

2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn), Humani 

(Hukum Dan Masyarakat Madani)”, Vol. 12, No. 1, 2022. 

Claudia, Natasya, Pujiyono, dan Umi Rozah, 2018, “Pembaharuan 

Kebijakan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi”, 

Diponegoro Law Journal, Vol. 7, No. 3, 2018. 

Fajar Pramusinto dan Setiyono, 2019, “Analisis Yuridis Mengenai 

Pemberian Putusan Pemidanaan Di Bawah Batas Minimum Khusus 

Ditinjau Dari Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 485/Pid. Sus/2017/Pn. 

Kwg”, Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 1, No. 2, 2019. 

Ihsan, Reza Noor dan Ifrani, 2017, “Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam 

Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sudut Pandang Keadilan”, 

Al’Adl, Vol. 9, No. 3, 2017. 

K. Haris, Oheo, 2017, “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah 

Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus”,  Jurnal Ius 

Constituendum, Vol. 2, No. 2, 2017. 



 

 

Mansur, Sadriyah, 2017, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana 

Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika" , Madani Legal Review, Vol. 1, No. 1, 2017. 

Muhammad, Abdul Azis, 2023, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif 

Tujuan Pemidanaan" , Al-Qisth Law Review,  Vol. 7, No. 1, 2023. 

Mulyadi, Indra Bayu, I Ketut Rai Setiabudhi, dan I Wayan Suardana, 

“Kebebasan Hakim Menjatuhkan Pidana Minimum Khusus Dalam 

Tindak Pidana Korupsi”, Kertha Wicara, Vol. 7. hlm. 7. 

Pah, Gress Gustia Adrian, Echwan Iriyanto, dan Laely Wulandari, 2014, 

“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak 

Pidana Korupsi (putusan nomor: 2031K/PID.SUS/2011)”, Lentera 

Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014. 

Rakhmawati, Mentari Noor, 2023, “Studi Kasus Pemidanaan Di Bawah 

Batas Pidana Penjara Paling Singkat Terhadap Tindak Pidana 

Korupsi Dalam Putusan Noor 127/Pid.Sus/TPK/2015/ PN.JKT.PST Di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, Jurnal Mahupas: Mahasiswa 

Hukum Unpas, Vol. 3, No. 1, 2023. 

Wibowo, Ari dan Ivan Agung Widiyasmoko, 2021, “Pertimbangan Hakim 

Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus: Studi 

Perkara Tindak Pidana Narkotika”, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, 

No. 2, 2021. 

 

D. Website 

Bayu, Dimas. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022”, 

Https://Dataindonesia.Id/Varia/Detail/Icw-Penindakan-Kasus-

Korupsi-Meningkat-Pada-2022, dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 

2023 Jam 00.55. 

 

 

E. Wawancara 

 

Wawancara dengan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri 

Padang, Bapak Hendri Joni, S.H., M.H., Kamis tanggal 01 Agustus 

2024. 

 

Wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Padang, Ibu Liranda 

Mardhatillah, S.H., M.H., Selasa tanggal 06 Agustus 2024. 
 

https://dataindonesia.id/Varia/Detail/Icw-Penindakan-Kasus-Korupsi-Meningkat-Pada-2022
https://dataindonesia.id/Varia/Detail/Icw-Penindakan-Kasus-Korupsi-Meningkat-Pada-2022

